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bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ) Angka 3 Undang—

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Nepotlsme setlap Penyelenggara Negara berkewajlban
untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum

dan sesudah men]abat

kbahwa beberapa ketentuan mengenal Penyelenggara

Negara Wa_]lb lapor dan mengumumkan‘ kekayaan

sebagalmana dlatur dalam Peraturan Bupat1 Karanganyar

: Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan

; Penyelenggara Negara sudah tidak sesuai lagl dengan

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indones1a Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Komiéi Pemberantas’anKorup‘si Nomor 7 Tahun
2016 ten:tang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan ,H:arta’t Kekayaén Penyelenggara Negara' ’

sehingga Pératuran'Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang

‘Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu

d1ubah e )
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaha'dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan .

Bupati tentang Perubahan‘ ‘atas Peraturan | BUpati

' Karanganyar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelaporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Negara yang Ber31h dan Bebas dar1 Korups1 K01u81 dan



Mengingat

~~“Menetapkan

S ¥ I’Jr’ldang-‘Undar‘lg’ ‘Nomor ~13 Tahun 1950 tehtangf

Pembentukan Daerah daerah Kabupéteh dalam

Llngkungan Provinsi J awa Tengah

|

2. Undang-Undang Nomor ., 23 Tahun 2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- I'ridonésia Tahun 2014 N’omor 244, Tambahan Lembaran
; I'\Iégara Républik Indbnesia Nomor 5587)‘ sebagaimana
~ telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
}Undang' Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Cipta
!lKerJa(Lembaran Negara repubhk Indonesia Tahun 2020
kNomor 245, Tambahan Lembaran ‘Negara repubhk

‘ Indones1a Nomor 657 3)

MEMUT USKAN

:"PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG
 PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

Pasal 1

- Ketentuan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27

r.k~"Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggar‘a'k

Nég’arai (Berita Daerah Kabupa‘te'n Karanganyar Tahun "2017
NOI‘I[’IOI‘ 27) dlubah dan dibaca sebagal berikut:

L Pasal 1 dlubah sehmgga Pasal 1 berbunyi sebagal berlkut

(R ~ Pasal 1
v Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

2. V Pemerlntah Daerah adalah Bupatl dan perangkat Daerah

'ksebagal unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupau adalah Bupatl Karanganyar
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten ,

ki Karanganyar




11.

| Penye_lenggara Negara adélah Pejabat Negara di Lingkup '

Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang menjalankan
fungsi'eksekutif legislatif atau yudikatif dan pejabat lain

yang fungs1 dan tugas pokoknya berkaitan dengan

: penyelenggaraan negara atau pejabat pubhk 1a1nnya

sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan -

yang berlaku

»KOIIIISI Pemberantasan Korup51 yang selanjutnya disebut

KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi

| sebagalmana dlmaksud dalam Undang—Undang Nomor 19

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang—j,
Undang Nomork 30 Tahun 2002 tentang KOII]ISI‘ 5'
Pemberantasan Tindak Pidana Korup31 ‘
Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda |
bergerak atau t1dak bergerak berwujud atau tldak, ,k

berWUJud termasuk hak dan kewajlban lamnya yarg

*"dapat ' d1n11a1 dengan uang yang dimiliki oleh =

Penyelenggara Negara beserta Istri/ Suaml dan Anak

Tanggungan Penyelenggara Negara balk atas nama

Penyelenggara, Negara, Istn/ Suami, Anak Tanggungan:

atau pihak lain, y'ang diperoleh' sebelum dan selama’
Penyelenggara Negara memangku Jabatannya |

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang .

-selanjutnya dlsmgkat/ dengan LHKPN adalah laporan

dalam bentuk dokumen, termaéuk namun tidak terbatas

pada- dokumen elektronik tentang uraian dan rincian
: infoi‘masi mengénai Harta ‘Kekayaan, data prlbadl

‘ penerlmaan pengeluaran dan data’ 1a1nnya atas Harta o

Kekayaan Penyelenggara Negara

Pengelola LHKPN adalah tim’ yang mengelola dan

: mengkoordlnamkan, pelaksanaan , penyelenggaraan
| LHKPN. i | |
- -10.

e- LHKPN adalah penyampalan laporan harta kekayaan,‘ ’
secara elektromk yang dllakukan oleh Penyelenggara
Negara kepada KPK. , , L
Pendaftaran adalah 'penyarnpaian - LHKPN ., oleh
Penyelenggara Negafa ‘kep’adaKPK.' B
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16.

Pengumuman a_daiiah" pengumuman LHKPN  oleh

‘ 'Penyelénggara Negara dan atau KPK kepada publik.

Admin Instansi ad:alah pegawai yang ditunjuk oleh

| instansi untuk mengelola aphka51 e- _LHKPN di hngkungan

1nstansmya " E A ;
Admm Unit KerJa adalah pegawal yang dltunjuk oleh

instansi untuk mengelola aplikasi e- LHKPN di llngkungan '

. unlt kerjanya
180
: selanjutnya dlslngkat LHKASN ‘adalah daftar seluruh

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang

‘harta kekayaan ASN yang dltuangkan dalam . formulir
LHKASN yang dltetapkan ~oleh  ~ Kementrian

‘P‘e‘nd'ayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

d1smgkat TPP adalah penghasﬂan dalam bentuk uang di
luar gaJ1 dan tunJ angan yang dlberlkan oleh Pemerlntahanf :

Daerah kepada PNS yang dltetapkan oleh Bupat1 dan
bersumber dar1 APBD |

Ketentuén Pasal 2 jAyat" (2) diubah, sehingga pasal 2

S

|
(

berbunyl sebagal ber1kut
\ : Pasal 2
1) Penyelenggara Negara Wa_]lb menyampalkan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara yang Wa_]lb menyampaikan LHKPN

di lingkungan Pemerlntahan Daerah terdiri dari:

a. Bupat1 Karanganyar

- b. Wakil Bupati Karanganyar

e P1mp1nan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten

Karanganyar

d. PeJabat StruktulfalEsAelon'II, III dan IVv;

‘e. Direktur, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMD;

i Pejabat Fungsional'Auditor Muda dan Madyé; ,

g. i Pejabat 'Fungsioy'nal ‘Pengawas Penyelenggara UruSan '
- 'Pemerintahah Muda dan Madya; | | '
~h. Péjabat Pyen"lbue’it‘ Korriitrhen yang mekna‘ngani anilai

~ kontrak kerja diatas Rp. 50.000.000;—: | |

i. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Tambahah ~ Penghasilan = Pegawai  yang selanjutnya o



3 Ketentuan Pasal 3 d1ubah é,ehingga berbunyi' sebagai
| L)enkut B .
Pasal 3
(1) Penyelenggara Negara Wa_]lb menyampalkan LHKPN
kepada Komisi ya_km pada saat: ;
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada
saat pertama kéli menjabat;
b. berakhlrnya masa Jabatan atau pensiun sebaga1 |
| Penyelenggara N egara; |
C. pengangkatan kembah sebagai Penyelenggara Negara

: setelah berakhlrnya masa jabatan atau pensiun; atau

d. masih menjabaf. .

(2) ’LHKPN sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) huruf a’
o sampai dengan huruf c Wa_]lb dlsampalkan dalam Jangka
' ‘waktu pahng lambat 3 (tlga) bulan terhitung sejak saat

pengangkatan pertama/ berakhlrnya Jabatan/ pensiun/
f-%_, R o , e pengangkatan kembali setelah berakhlrnya masa Jabatan

atau pens1un sebaga1 Penyelenggara Negara.
4 |Ketentuan Pasal 4 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dlubah dan ayat (2) dihapus,
| sehlngga Pasal S berbunyl sebagai berikut :
' ‘ Pasal 5

(1) Penyampalan LHKPN sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 3 dllaksanakan dengan melalui aphka31 e- LHKPN ,

pada alamat www.elhkpn. lgpk £0.id;
(2) d1hapus , ('
(3) LHKPN merupakan dokumen mlhk negara

6. Ketentuan Pasal 8 diubah berbunyi sebagai berikut:

| Pasal 8
(1) Penyelenggara  Negara yang tidak = melaksanakan
kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN

selama 3 (tiga) bulan térhitung sejak berakhirnya masa



http://www.elhkpn.kpk.go.id

7.

(

(

(

(

“pelaporar:l, dijétuhi ﬁsalah satu hukuman disiplin tingkat |

berat. | v , | | | R

2) Sanksi 'disiplin’ 4tingkat berat sebagainﬁana‘ dimaksud

Pada ayat (1) terdiri dari: o ‘

a. penurunan pangkat setmgkat 1eb1h rendah selama 3
(tiga) tahun; dan/atau

-b. .permrbe,bas‘an dari jébatan.

Keten‘bcu;rmk; PéSal, 9 ,‘diukbah, sehing&ga bérbuhyi w’s'ebagai
béfikut: Ll -
, Pasal 9 A ,

1) Sebelum menjatuhkan ‘sanksi. dls1p11n sebagalmana

dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terleblh dahulu melalui

proses sebaga1 berlkut ‘

a. diberikan perlngatan secara tertulis sebanyak 3
(tlga) kali, dengan masmg-masmg tenggat waktu
surat selama 1 (satu) bulan; ;

b jika . sampai peringatan  ketiga belum

| kmenyampaikarjl LHKPN maka kepada Penyelenggara

' Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 8. e

2) PenJatuhan hukuman disiplin sebagaumana dlmaksudv
pada Pasal 8 ayat‘ (1) dilakukan pemerlksaan terlebinh
dahulu oléh 1nspektorat Daerah berdasarkan ketentuah .
peraturan perundang undangan. ‘

3) PenJatuhan sanksi terhadap penyelenggara Negara yang

tidak mematuh1 ketentuan / kewajlbannya dlputuskan

‘dalam rapat tim penjatuhan hukuman dlslphn yang

dltetapkan oleh Bupati. | !
4) PenJatuhan sanks1 atas keterlambatan penyampa1an '
'LHKPN berupavpengurangan TPP sebesar 20% dari

jumlah yangk diterimakan dilakukan pada penerimaan

TPP pada bulan Apr11 tahun ber_]alan sampal dengan :
LHKPN dlsampalkan kepada KPK.




Pasal II

Peraturan BUpati ini mulai berlaku padé tanggal divkun'kdangkan.’

Agar setiap = orang mengetahumya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dala‘m Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Ditctapkan di Karahganyar ;
pada tanggal 6 September 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

~ JULIYATMONO

 Diundangkan di Karanganyar

- Pada tanggal & Seprember 909,\
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd _
- SUTARNO R ;
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 63




